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Polemik seputar kepemi-
luan Indonesia seperti 
pelibatan masyarakat 
dalam pembentukan 
peraturan perundang-
undangan, pelibatan 
publik dalam penga-
wasan anggaran negara, pengaturan dana kampanye, 
electoral corruption, pelibatan perempuan dalam hu-
kum dan pemerintahan terus menerus menuai diskursus 
dan berada pada tahap yang memprihatinkan.

Salah satu langkah penyelamatan dari ragam aspek sen-
tral diatas dapat dimulai dengan mendorong partisipasi 
dan transparansi. Partisipasi dan transparansi akan te-
pat guna apabila sinergi antara regulasi dan kondisi yang 
berkembang di masyarakat. 
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TRANSPARANSI, 
PARTISIPASI, DAN 
DEMOKRASI Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang 
pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden 
(UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 
juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara 
pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: 
pertama, tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; kedua, 
pengulangan atau duplikasi pengaturan; ketiga, standar beda atas 
isu yang sama; dan keempat, tidak koheren dalam mengatur sistem 
pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Dengan sendirinya keempat 
masalah itu menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan 
hukum pemilu.
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